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1.

BUPATI MADIUN |,

bahwa dengan semakin berkembangnya dinamilsyamskat dalam
pelayanan di bidang kesehatan, dan dalam rangkangkatkan
penyelenggaraan perizinan fasilitas pelayanan késeh serta
memberikan jaminan perlindungan pada masyarakdt mklakukan
pembinaan, pengaturan, pengawasan, evaluasi dgernalian untuk
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kadupéadiun;

bahwa dalam memberikan pelayanan kesehatanrpasyarakat, perlu
dilakukan pengaturan terhadap penyelenggaraan inserizfasilitas
pelayanan kesehatan menjadi urusan pemerintah ldtdyp

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimarslich dalam huruf a
dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabuopiladiun
tentang Penyelenggaraan Perizinan Fasilitas Pelaylesehatan;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 19&ftang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan PsoplawaTimur
( Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahanbéeam
Negara Nomor 9 );

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hulkwara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 NMomé,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No2(@®)3
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang WaBehyakit
Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tharba
Lembaran Negara Nomor 3273);
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Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Par{gambaran
Negara Tahun 1997 Nomor 99. Tambahan Lembaran Bdgamor
3656);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Rejkoka
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan &enb
Nomor 3637);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentangriRlentigan Konsumen
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan &@miNegara
Nomor 3821);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang é!enggaraan
Ibadah Haji (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3@nbahan
Lembaran Negara Nomor 32);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang PBetukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara T20Qh
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang tiRrédedokteran
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahanbaem
Negara Nomor 4431);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangeRetahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahanbdem
Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah bebéedp terakhir
dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentangb&ean

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tegntan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 20080oNd&9,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang PenaRaang
(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan &enb
Negara Nomor 4739);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang gélelaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Norid0,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentangdilka (Lembaran

Negara Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaranralé&ganor

5062);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentangeKatan

(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahanb&emn
Negara Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang dRunSakit
(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahanbaem
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Negara Nomor 5072);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 195@rgnPenetapan Mulai
Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,4.8lah 15 (Berita
Negara.Tahun 1950 Nomor 59);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 198@ngnPerubahan Ates
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 tentan@tekp
(Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 40, Tambahan &enb
Negara Nomor 3169);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983angntPelaksanaan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum gA&&dana.
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembdegara
Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tegta
Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaranaideg
Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nadibf);
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996argntTenaga
Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49 bdlsen
Lembaran Negara Nomor 3637);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998&rigntPengamanan
Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Négaran 1998
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3781);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007angntPembagian
Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 NompiT8&hbahan
Lembaran Negara Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007argntOrganisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 No&8r
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009argntPekerjaan
Kefarmasian (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor Tambahan
Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5044);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80/MENKE®/R1/1990
tentang Persyaratan Kesehatan Hotel;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 920/MENRER/XI11/1990
tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di BMeds;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor O061/MENRER/I/1991
tentang Persyaratan Kesehatan Kolam Renang damBemamum;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 258/MENIRER/III/1992
tentang Persyaratan Kesehatan Pengelolaan Pestisida
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Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 867/MENIRER/VI111/2004
tentang Registrasi dan Praktik Terapis Wicara,

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1184/MENRER/X/2004
tentang Pengamanan Alat Kesehatan dan Perbekat@h#tan Rumah
Tangga;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1205/MENRER/X/2004
tentang Pedoman Persyaratan Pelayanan Sehat RakaPA);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 357/MENRER/V/2006
tentang Registrasi dan Izin Kerja Radiografer;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/MENRER/IV/2007
tentang Izin Praktik Bagi Tenaga Medis;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 548/MENKHER/V/200
tentang Registrasi dan Izin Praktik Okupasi Terapis

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1109/MENRER/IX/2007
tentang Penyelenggaraan Pengobatan Komplemenenétf di
Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 780/MENKES/PERONB
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/MENKES/PERIID tentang
Izin mendirikan dan Oprasional Rumah Sakit;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02MWES/148/1/2010
tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1363/MENRESKI/ 2001
tentang Registrasi dan Izin Praktik Fisioterapi;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1392/MENKESKII/2001
tentang Registrasi dan Izin Kerja Perawat Gigi;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor O04/MENKE&/&Z)02 tentang
Laboratorium Kesehatan Swasta;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 544/MENISKSII/2002
tentang Registrasi dan Izin Kerja Refraksionis €eti;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1331 /MESUSK/X/2002
tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Oidad;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332/MENSKSX/2002
tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian 1zinekpot

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 442/MENEESYI/2009
tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Hajidsido

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1424/MENSEKESX1/2002
tentang Pedoman Penyelenggaraan Optikal;
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Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 288/MENKZUI/2003
tentang Pedoman Penyehatan Fasilitas dan BangunamtJ

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/MENISKSI11/2003
tentang Laboratorium Kesehatan;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 679/MENISKIN/2003
tentang Registrasi dan Izin Kerja Asisten Apoteker;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 715/MENKKSY/2003
tentang Jasa Boga,;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 942/MENKKEVII/2003
tentang Pedoman Persyaratan Higiene Sanitasi Makajanan,;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076/MENSENIl/2003
tentang Pengobatan Tradisional;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1098/MENSES/11/2003
tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah MakeRe&k&toran;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1116/MENSES/ill/2003
tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilgidentologi
Kesehatan;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/MENSKSIIII/2003
tentang Tenaga Akupuntur;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 949/MENIKSX/2004
tentang Pedoman penyelenggaraan Sistem KewaspBugialiejadian
Luar Biasa (KLB);

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 666/MENISKSYI1/2007
tentang Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 922/MENKKSX/2008
tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan PememntBidang
Kesehatan antara Pemerintah, Pemerintah DaerahinBiroplan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1464/ MENRER/X/2010
tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;

Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2009 tgnté&encana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Projpavsa
Timur Tahun 2009 — 2014 (Lembaran Daerah PropiagialJ Timur
Tahun 2009 Nomor 38, SeriE 1 );

Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2u7&008 tentang
Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabopdadiun

( Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);



